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Abstrak 
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bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 441/ PL.02-SD/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 
2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 
2020 yang menginstruksikan KPU Kabupaten/ Kota agar 
menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota tentang pengaktifan 
kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat 
PPS dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur 
tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 
2020; 
bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Tangerang Selatan Nomor 50/ HK.03.1-Kpt/ 3674/ KPU-Kot/ VI/ 
2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Tangerang Selatan Lanjutan Tahun 2020 yang menetapkan 
pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 
Selatan Lanjutan yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Walikota 
dan Wakil Walikota Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang 
tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan 
Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, 
Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, 
dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai 
sejak tanggal 15 Juni 202 ; 
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang 
Selatan Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tentang 
Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang 
Selatan Nomor : 44/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 tentang 
Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan 
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tangerang 
Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 
Selatan Tahun 2020; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pengaktifan 
Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan 
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Tangerang 
Selatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang 
Selatan Tahun 2020; 
 
 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Tangerang Selatan ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5588)  sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi 
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1498); Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun 
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan  Komisi  
Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 
 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
179/PL.02/-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya 
pencegahan penyebaran covid-19; 
Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02/-
Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan 
penyebaran covid-19; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 
43/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penundaan 
Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 
Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 
44/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 tentang Penonaktifan Masa 
Kerja Anggota Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan 
pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 
Tahun 2020; 
 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 

53/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 diatur Tentang Pengaktifan 

Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan 

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Tangerang 

Selatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang 

Selatan Tahun 2020 

 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak 
ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.  

 

 


